Menimbang

Mengingat

WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MADIUN,

bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang transparan dan akuntabel sesuai
kaidah pengelolaan keuangan dan untuk memberikan
pedoman pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu
menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Madiun tentang Petunjuk Operasional Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
06/PRT/M /2008 tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pemeriksaan
Konstruksi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor
22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Menetapkan :

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku
Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar
Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2019
tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya
Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun

Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

S

Daerah adalah Kota Madiun.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
Walikota adalah Walikota Madiun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Madiun.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota
Madiun.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Madiun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang
selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.

Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota
Madiun.

Badan Penanggulangan Bencana  Daerah, yang
selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
yang selanjutnya disebut Perubahan APBD, adalah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Madiun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna
barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang
selanjutnya disingkat SKPKD, adalah perangkat daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.
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20.

21.

22.

23.

24.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA,
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang
selanjutnya disingkat PPAS, adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati
dengan DPRD.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat TAPD, adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD,
perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA,
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

SKPD yang dipimpinnya.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat
KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya
disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum
Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-
SKPD, adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat
PPK, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja
daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya
disingkat PPTK, adalah pejabat pada unit kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk  menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan pengeluaran belanja/pembiayaan
daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah.
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39.

40.

41.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah petugas yang
ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk
membantu bendahara pengeluaran melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
SKPD.

Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah petugas yang
ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk membantu Bendahara Pengeluaran
sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran dari satu
atau beberapa kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Pejabat Pengadaan adalah pegawai di lingkungan
Pemerintah Kota Madiun yang memiliki Sertifikat
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas
melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan
Langsung, dan/atau E-Purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya
disingkat PjPHP, adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personel yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan.

Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
Kinerja adalah keluaran/hasil program dan kegiatan
yang akan dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja
Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik berupa personil (sumber daya
manusia), barang, modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang jasa.
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50.

51.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atas keluaran yang diharapkan dari suatu
kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program
dan kebijakan.

Hasil  (outcome) adalah  segala  sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program.

Standar Harga Satuan Barang adalah patokan harga
satuan barang yang digunakan sebagai pedoman Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah untuk perencanaan pengadaan barang dalam
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus adalah
patokan biaya tertinggi yang digunakan sebagai pedoman
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan
anggaran.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa oleh Pemerintah Kota Madiun yang dibiayai
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan
serah terima hasil pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Jasa Konsultansi.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam

keadaan tertentu.
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53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya
yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode
pemilihan  untuk  mendapatkan  Penyedia  Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
melalui sistem katalog elektronik.

Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK
adalah dokumen acuan pekerjaan yang sekurang-
kurangnya berisi gambaran umum kegiatan yang akan
dilaksanakan, jenis, isi, dan jumlah laporan yang harus
dibuat, waktu pelaksanaan pekerjaan, kualifikasi tenaga
ahli, besaran total biaya pekerjaan dan sumber
pendanaan, serta analisa kebutuhan tenaga ahli.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau
ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan.
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Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang
dikerjakan sendiri oleh SKPD, Kementerian/Lembaga/
Perangkat Daerah lain, organisasi masyarakat, atau
kelompok masyarakat

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya
disingkat UKPBJ, adalah unit kerja pada Pemerintah
Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya
disingkat LPSE, adalah layanan pengelolaan teknologi
informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa secara elektronik.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, yang
selanjutnya disingkat RUP, adalah daftar rencana
Pengadaan  Barang/Jasa yang  bersumber  dari
APBD/APBN yang akan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, yang
selanjutnya disingkat SiRUP, adalah aplikasi sistem
informasi rencana umum pengadaan berbasis web (web
based) yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk
mengumumkan RUP.

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan
kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah yang diperoleh melalui wujian sertifikasi
keahlian pengadaan barang/jasa nasional.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya
disebut Kontrak, adalah perjanjian tertulis antara
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau
pelaksana swakelola.

Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan
pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya
memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan serta
secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah

yang dilakukan atas persetujuan Walikota Madiun.
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Surat Perintah Mulai Kerja, yang selanjutnya disingkat
SPMK, adalah surat perintah dari Pejabat Pembuat
Komitmen kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya/Jasa Konsultansi untuk segera memulai
pelaksanaan.

Surat Perintah Pengiriman, yang selanjutnya disingkat
SPP, adalah surat perintah tertulis dari Pejabat Pembuat
Komitmen kepada Penyedia Barang untuk mulai
melaksanakan pekerjaan penyediaan barang sesuai
Kontrak.

Surat Jaminan, yang selanjutnya disebut Jaminan,
adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan
dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan
oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa
kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja
Pemilihan wuntuk menjamin terpenuhinya kewajiban
Penyedia Barang/Jasa.

Kegiatan fisik adalah kegiatan yang tujuannya untuk
memperoleh dan/atau meningkatkan nilai barang
inventaris baik berupa bangunan konstruksi maupun
barang termasuk aset tidak berwujud.

Manajemen Konstruksi adalah kegiatan pengendalian
waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan
kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan
mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan konstruksi sampai masa pemeliharaan.
Uang Kinerja Kegiatan adalah sejumlah uang yang
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kota Madiun
sebagai bentuk penghargaan karena telah mencapai
kinerja tertentu dalam upaya mendukung pencapaian
output dan/atau outcome beberapa kegiatan dalam satu
program.

Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan, adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
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Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan
pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan
dukungan anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan,
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang
harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan
kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan
mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah
Daerah.

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa
Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang

ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
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BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah

dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Walikota selaku pemegang kekuasaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melimpahkan sebagian atau

seluruh kekuasaannya kepada:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola

Keuangan Daerah;
b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
c. Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran.

Bagian Kedua

Pejabat Pengguna Aanggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(1)

Pasal 3

Kepala SKPD selaku Pejabat PA mempunyai tugas:
a. menyusun RKA-SKPD;
b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran atas beban anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan yang

memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah

ditetapkan;

h. menandatangani SPM,;
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mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
SKPD yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang

dipimpinnya;

. melaksanakan tugas-tugas PA/pengguna barang

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh

Walikota; dan

. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala SKPD selaku PA dalam pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa, mempunyai tugas:

a.

o o

i

melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja;

mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
menetapkan perencanaan pengadaan;

menetapkan dan mengumumkan RUP;

melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
menetapkan Penunjukan Langsung untuk
Tender/Seleksi ulang gagal;

menetapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan PjPHP/PPHP;

menetapkan Penyelenggara Swakelola;

menetapkan tim teknis;

menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan

melalui Sayembara/Kontes;

. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk

metode pemilihan:
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1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk
paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk  paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PA dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat

melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada

KPA.

PA dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat

melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya

kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
terbatas pada:

a. PA pada Sekretariat Daerah dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada Kepala Bagian;

b.PA pada Dinas Pendidikan dapat melimpahkan
sebagian kewenangannya kepada Kepala Sekolah;

c. PA pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
Kepala Puskesmas;

d. PA pada Kecamatan dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Lurah.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a

melaporkan pelaksanaan anggaran kepada Sekretaris

Daerah selaku PA melalui Asisten yang membidangi.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

melaporkan pelaksanaan anggaran kepada Kepala Dinas

Pendidikan selaku PA.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c

melaporkan pelaksanaan anggaran kepada Kepala Dinas

Kesehatan dan Keluarga Berencana selaku PA.
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KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d
melaporkan pelaksanaan anggaran kepada Camat selaku
PA.

PA pada BPBD dalam melaksanakan tugas-tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabat
oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan
pertimbangan:

a. besaran SKPD;

o

besaran jumlah uang yang dikelola;

c. beban kerja;

d. lokasi;

e. kompetensi;

f. rentang kendali; dan/atau

g. pertimbangan obyektif lainnya.

KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada PA.

KPA merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Walikota
atas usulan PA.

KPA memiliki tugas pokok dan kewenangan sesuai
pelimpahan dari PA.

Dalam hal PA tidak dapat melaksanakan tugas paling
singkat 1 (satu) bulan berturut-turut, maka PA
mengusulkan KPA kepada Kepala SKPKD selaku PPKD.
Dalam hal KPA tidak dapat melaksanakan tugas paling
singkat 1 (satu) bulan berturut-turut, maka KPA
menyerahkan pelaksanakan tugas dan kewenangannya
kepada PA.

KPA di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dalam rangka pengelolaan
keuangan dan pengadaan barang/jasa memiliki
kewenangan mempergunakan stempel Sekretariat

Daerah.
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Bagian Ketiga
PPK
Pasal 4

PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA

untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai

berikut:

a.
b.

5 @

[y

0.

menyusun perencanaan pengadaan;

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
(KAK);

menetapkan rancangan kontrak;

menetapkan HPS;

menetapkan besaran uang muka yang akan
dibayarkan kepada Penyedia;

mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

menetapkan tim pendukung;

. menetapkan tim atau tenaga ahli;

melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit
di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
menetapkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa;

mengendalikan Kontrak;

melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan

kepada PA/KPA;

. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan; dan

menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), PPK dapat melaksanakan tugas pelimpahan

kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a.

b.

melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan

mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah

ditetapkan.
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Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas dan disiplin tinggi;

b. menandatangani Pakta Integritas;

c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang
tugas PPK;

d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)
atau setara;

e. memiliki kemampuan manajerial;

f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan
Keuangan SKPD (PPK-SKPD);

g. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat
Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan

h.tidak menjabat sebagai PjPHP/PPHP untuk paket
Pengadaan Barang/Jasa yang sama.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf c tidak dapat terpenuhi, dapat diganti dengan

Sertifikat Keahlian pengadaan barang/jasa Tingkat

Dasar.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf d tidak dapat terpenuhi, persyaratan Sarjana

Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling rendah

golongan III/a.

Persyaratan kemampuan manajerial sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah:

a. Pejabat struktural eselon IV atau eselon III;

b. memiliki pengalaman terlibat secara aktif dalam
kegiatan yang  berkaitan dengan pengadaan
barang/jasa; dan

c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.

Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (4), PPK dirangkap oleh PA/KPA.

KPA yang bertindak sebagai PPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) hanya terbatas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (4).
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Apabila PPK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena
berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang
waktunya lebih dari 1 (satu) bulan berturut-turut, maka
PA/KPA dapat menunjuk PPK pengganti yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Penggantian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
disertai Berita Acara Serah Terima keadaan fisik dan
keuangan dari PPK lama kepada PPK pengganti dengan
diketahui PA/KPA.

Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan PPK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan

Walikota ini.

Bagian Keempat
Pejabat Pengadaan
Pasal 5

Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA.

Untuk  ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syarat sebagai berikut:

a. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Sertifikat
Kompetensi Pejabat Pengadaan;

b. memiliki integritas dan disiplin; dan

c. menandatangani Pakta Integritas.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a tidak dapat terpenuhi, dapat diganti dengan

Sertifikat Keahlian pengadaan barang/jasa Tingkat

Dasar.

Pejabat Pengadaan mempunyai tugas pokok dan

kewenangan:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Pengadaan Langsung;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung untuk pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus

juta rupiah);
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c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan
Penunjukan Langsung wuntuk pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling
banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pejabat Pengadaan melaksanakan persiapan pemilihan

penyedia setelah menerima permintaan pemilihan

Penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang

disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Pengadaan.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. penetapan metode pemilihan penyedia;

b. penetapan metode kualifikasi;

c. penetapan metode evaluasi penawaran;
penetapan metode penyampaian dokumen
penawaran;

e. penetapan jadwal pemilihan; dan

f. penyusunan dokumen pemilihan.

Pelaksanaan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa melalui

Penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan

meliputi:

a. menetapkan Dokumen Pengadaan;

b. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di website Pemerintah Daerah dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam
Portal Pengadaan Nasional;

c. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk;

e. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pengadaan
Langsung;

f. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada
PPK;
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g. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PA/KPA;

h. membuat laporan mengenai proses Pengadaan
kepada PA/KPA; dan

i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Pejabat pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:

a. PPK untuk paket pekerjaan yang sama;

b. PjPHP untuk paket pekerjaan yang sama;

c. APIP terkecuali menjadi pejabat pengadaan untuk
pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh
SKPD-nya;

d. Bendahara pada SKPD /Unit Kerja yang
bersangkutan, yaitu:

1. Bendahara Pengeluaran;

2. Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan

3. Pembantu Bendahara Pengeluaran.
Format Keputusan PA/KPA tentang Penunjukan Pejabat
Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
Kelompok Kerja Pemilihan
Pasal 6

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa
memiliki tugas:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan

Penyedia untuk katalog elektronik; dan

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk
metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling
banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar

rupiah); dan
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2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ;

Untuk ditetapkan s